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Menimbang

Mengingat

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN LIMLIM DAERAH KARUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLUTON,

bahwa untuk tertibnya penerapan dan pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Buton;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1939 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkal II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286 );

Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004  tentang
Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4353);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah ciubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Y
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nuimor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor o679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambehan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
4502), scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tcntang P'crubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambshan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemhbharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Noamor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016
tentang Penetapan dan Penecabutan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan
Kerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/201€
tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;

Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentuken dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 116);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DPOLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KADUPATEN
BUTON.

BAH |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dacrah adalah Kabupaten Buton.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur
penyelenggara FPemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjad:
kewenangan dasrah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Buton.

5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Buton.

6. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, vang
selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton,

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kera pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah daerah vang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
yvang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola
pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa
keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
schat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

9, Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
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11,

12,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton

Unit Kerja adelah bagian dari SKPD yang melaksanakan
satu atau beberapa program.

Satuan Keria Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-
BLUD, wang selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buton yang menerapkan PPK BLUD.

Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD, yang
selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja
pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton
yang menerapkan PPK BLUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan angearan untuk melaksanakan tugas dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yvang diberi kuass
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguns
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD yang menerapkan PPK BLUD.

Rencana Risnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutaya
disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan
penganggaran tahunan yvang berisi program, kegiatan, target
kinerja dan anggaran BLUD.

Pralctik bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas
dan fungsi RBRLID SKPD/Unit Kerja berdasarkan kaidah-
kaidah manajemen yvang efisien, efektif dan produktif dalam
rangka  pemberian layanan vyang bermutu dan
berkesinambungan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD, yang selanjutnya
disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan biava, proveksi arus kas, jumlah dan
kualitas barang danj/atau jasa yang akan dihasilkan dan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.

Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional
yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau
jasa layanan yang diherikan kepada masyarakat, hasil
kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha
lainnva.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah
untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif
dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, vang
pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan vyang
didelegasikan oleh Bupati.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah
vang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan
pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah
dari pemerintah daerah.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
penyelenggaraan pelavanan umum vang didelegasikarn
kepada BLUD terutama paada aspek manfaat vyang
dihasilkan.

Pejabat pengelcla BLUD melalui Kepala SKPD bertanggung
jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan
umum yvang didelegasikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan
efektivitas dan efisiensi =serta kualitas pelayanan umum
kepada mesyvarakat tanpa mengutamakan pencarian
keuntungan.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan
kinerja BLUD disusun dan disajikan sehagai bagian yang
tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta
laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

Dalam menyelenggarakan dan meningksatkan layanan
kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam
pengelnlaan  keuangannya herdasarkan prinsip ekonomi,
produktivitas, dan penerapan praktek bisnis vane sehat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.



BAB III
PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit kerja dilakukan
setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan
administratif.

Pzsal 5
(1) Persyaratan substantif sebagaimeana dimaksud pada Pasal 4
tcrpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja
bersifat operasional dalam menyelenggarakan pclayanan
umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik,
(2) Pelayanan wmumn scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berhubungan dengan:

a. penyediaan barang dan/atau jasa untuk layanan umum
dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan masyarakat, diutamakan untuk pelayanan
keschalan, dan ldak berlaku bagi pelayenan umum
yang merupakan kewenangan  dacrah karcna
kewajibannya  berdaserkan  peraturan perundang-
undangan antara lain layenan pungutan pajak daerah,
layanan pembuatan dokumen kependudukan, layanan
pemberian izin mendirikan bangunan (IMRB);

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau
layanan umum, antara lain kawasan pengembangan
ekonomi terpadu; dan/fatau;

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan
ckonomi dan/atau layanan kcpada masyarakat, antara
lain dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, menengah
dan dana perumahan.

FPas=al 6

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
terpenuhi apabila:



a.

b.

kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak
dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui
penerapan PPK-BLUD atas rekomendasi Sekretaris
Daerah untuk SKPD atau Kepala SKPD untuk Unit Kerja;
dan

kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat.

(2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a, entara lain:

a.

memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan
pelayvanan secara efektif, efisien, dan produktif;
memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan

layanan umum kepada masyarakat.

(3) Kriteria Lkinerja keuangan vyang sehat sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat
kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung
meningkat dan efisien dalam membhiayai pengeluaran, dilihat
dari dokumen sebagai berikut:

a.

daftar aset termasuk nilainya, sehingpa akan diketahw:
kekayaan yang dimiliki SKPD atau Unit Kerja yang akan
diusuiikan menerapkan PPK-BLUD;

. pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik dar:

takun ke tahun, sehingga SKPD atou Unit Kerja tersebut
dapat mandiri.

Pasal 7

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
terpenuhi apabila SKPD atau Unit Kerja yang bersangkutan
membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

a.

surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;

pola tata kelola;

rencana strategis hisnis;

laporan kcuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan
keuangar;

standar pelayanan minimal; dan

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk
diaudit secara independen.



Pasal 8

(1) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh
Kepala SKPD dan diketahui oleh Sekertaris Daerah dan
untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh Kepala Unit Kerja dan
diketahui oleh Kepala SKPD.

(2) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatxzan
kinerja, tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pagal O

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Fasal 7 huruf b,
merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kcrja yang akan
menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 10

(1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢, merupakan rencana strategis lima tahunan
vang mencakup, antera lain pernyataan visi, misi, program
strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima
tahunan dar SKPD atau Unit Kerja.

(2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksuc
pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan,
pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan
prosedur pelaksanaan program.

(3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada)
atau Rencana Pembangunan Jangksa Menengah Daerah
(RPJMD).

Pasal 11

(1) Laporsn kenangan pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d terdiri dari:

a. laporan realisasi anggearan, yaitu laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemaksaian
sumber daya ekonomi  yang  dikelols, serts
menggambarkan perbandingan antara anggaran dar
realisasinya dalam satu tahun anggaran yang terdiri dar
unsur pendapatan dan belanja;

b. neraca, yaitu dokumen yang menggambarkan posis
keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada
tanggal tertentu; dan



(2)

(3)

4)

c. catatan atas laporan keuangan, yaitu dokumen yang
berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
tertera dalam laporan realisasi anggaran,
neraca/prognosa neraca, dan laporan arus kas, disertai
laporan mengenai kinerja keuangan.

Laporan keuangan pokok scbagaimana dimaksud pada ayat

(1), melalui sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah

daerak.

Prognosa/proyeksi  laporan keuangan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri dari:

a. prognosa/proyeksi laporan operasional; dan

b. prognosa/proyeksi neraca.

Prognosa/ proyeksi laporan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), diperuntukkan bagi SKPD atau Unit
Kerja yang baru dibentuk, dengan berpedoman pada standar
akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi
Indonesia.

Pasal 12

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
¥ huruf e, memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu
layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPL atau Unit Kerja.

(1)

()

(3)

(4)

(5)

Pasal 13

Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan
tahun terakhir oleh auditor eksternal sebelum SKPD atau
Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK BLUD.

Dalam hal laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud
pada avat (1) belum tersedia, Kepala SKPD atau Kepala Unit
Kerja vang akan menerapkan PPK-BLUD harus membuat
surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Untuk BLUD-SKPD, surat pemyataan sebagaimana
dimaksud pada avat (2). dibuat oleh kepala SKPD dan
diketahui oleh sekretaris daerah.

Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimans
dimaksuc pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Kerja dan
diketahui oleh kepala SKPD.

Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secarsa
independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum
dalam Lampiran 1l Peraturan Bupati ini.



Pasal 14

(I) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

permohonan kepada Bupati melalui sekretaris daerah,
dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan
permohonan kepada Bupati melalui kepala SKPD, dengan
dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud dalam Paszal 7.

Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD,
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persvaratan administratif
penerapan PPK-BLUD pada SKPD/Unit Kerja diatur dalam
Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 15

Bupati membentuk tim penilai untuk meneliti dan menila:
usulan  penerapan, peningkatan, penurunan  dan
pencabutan status PPK-BLUD.

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
beranggotakan:

a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
Kepala DPKAD sebagai Sekretaris merangkap anggota;
. Kepala Bappeda sebagai anggota;

oA

c
d. [nspcktur Dacrah scbhagai anggota;

e. Kepala Dinas yang membidangi sebagai anggota;
f.

Tenaga ahli (apabila diperlukan) sebagai anggota.

(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

oleh Bupati.

(4) Tim Penilai bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan,

peningkatan, penurunan dan pencabutan status PPK BLUD.

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan
untuk penetapan, penerapan, peningkatan, penurunan dan
pencabutan status PPK-BLUD.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

()

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 16

Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabulan
status PPK-BLUD dilctapkan dengan kcputusan Dupati
berdasarkan hasil penilaian scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 aya: (5).

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Penyampaian keputusan Bupati sebagasimana dimaksud
pada ayat (2), paling lama 1 (satu] bulan setelah tanggal
penetapan.

Pasal 17

Penetapan persetujuan /penolakan penerapan atau
peningkatan status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
usulan diterima Bupati secara lengkap.

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan
dianggap disetujui.

Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaw
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satuj
bulan sejak batas waktu 3 (tiga)] bulan terlampaui, Bupati
menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau
peningkatan status PPK BLUD.

Pasal 18

Fenetapan persetujuan penerapan PPK BLUD sebagaimana
dimaksud dslam Pasal 17 ayal (1) dan avat (3), dapat berupa
pemberian  status PPK-BLUD penuh atau status PPK-BLUD
bertahap.

Pasal 19

Status PPK-BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dipenuhi dan dinilai
memuaskan.



Pzsal 20

(1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuihi,
namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi
secara memuaskan, diberikan status PPK-BLUD bertahap.

(2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara
memuaskan sebagimana dimaksud pada ayvat (1), jika
dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan
vang dipersyaratkan.

Pasal 21

Status PPK-BLUD bertahap sebagaimmna dimaksud dalam Pasal
18 dapat ditingkatkan menjadi ststus PPK-BLUD penuh atas
usulan pemimpin BLUD kepada Bupati scsuai dengan
mekanisme penetapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14.

Pasal 22

(1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-
batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat
dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang,
serta perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan.

(2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal
pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan
barang dan /atau jasa.

(3) Batas-batas tertentu  fleksibilitas yang  diberikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang
tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD,

Bagian Keempat
Pencabutan

Pasal 23

(1) Sekretaris daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan
penurunan/pencabutan status BLUD kepada Bupati sesuai
dengan kewenangannya.

(2) Bupati menurunkan; mencabut status BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil
penilaian dari tim penilai.

(3) Bupati membuat penetapan penurunan/pencabutan paling
lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterima.



(4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan
diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui
usulan penurunar/pencabutan dianggap ditolak.

Pasal 24
Penerapan PPK-BLUD beralkhir apabila:

a. dicabut oleh Bupati atas usulan Sckretaris Daerah atau

kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayar
(1); atau

b. berubah statusnys menjadi badan hukum dengan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Pasal 25

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan
kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.

BAB [V
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 26

(1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau
peraturan internal, yang memuat antara lain:

a. struktur organisasi;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi vang logis;
d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Tata kelola scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
memperhatikan prinsip, antara lain:

4. ransparensi;
b. akuntabilitas;
c. responsitilitas;

d. independensi.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 27

Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagiar.
tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam
organisasi.

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf b, menggembarkan hubungan dan mekanisme
kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

Pengelompokan fungsi vang logis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf ¢, menggambarkan pembagian
yvang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi
pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interer.
dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan
kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang
berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan
kualitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan
organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 28

Transparansi scbagaimana dimaksud dalam DPasal 26 ayat
(2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun
atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secarz
langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam DPasal 26 ayat

(3)

(4)

(2) huruf b, merupakan kejelasen fungsi, struktur, sistem
vang dipercayakan pada PPK-BLUD agar pengelolaannya
dapat dipertanggungjawsabkan.

Responsibilitas scbagaimana dimaksud delam Pasal 26 ayat
(2) huruf ¢, mcrupakan kescsuaian atau kepatuhan di dalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat
serta perundang-undangan.

Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(2) huruf d, merupakan kcmandirian pengelclaan organisasi
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip
bisnis yang sehat.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Pasal 29
Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
a. perimpin;
b. pejabat keuangan,; dan
¢. pejabat teknis.
Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan

dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit
Keria yvang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 30

Pengangkaten dalam jabatan dan penempatan pejabat
pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat
(1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
praktik bisnis yang sehat.

Kompetensi  scbagaimana dimalsud pada ayat (1),
merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki nleh
pejabat pengelcla BLUD berupa pengetahuan, keterampilan,
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan
rugas jabatannya.

Kcbutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD
untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan
berdasarkan ksidsh-kaidah manajemen yvang baik.

FPasal 31

Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh
Bupati.

Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah,

Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung
jawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 32
Pemimpin BLUD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan
kegiatan BLUD;
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menyusun renstra bisnis BLUD:;

menyiapkan RBA;

mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan
pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan:

menetapkan pejabat lainnya sesuai kchutuhan BLUD
selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan; dan

menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja
operasional serta keuangan BLUD kcpada Bupati.

(2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban
scbagaimana dimeksud pada ayatl (1), mempunyai fungsi
sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan
BLUD.

Pasal 33

(1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:

a.

* A o g

e

mengkoordinasikan penyusunan RBA;

menyiapkan DPA-BLUD:

melalkkukan pengelolaan pendapatan dan biaya,;
menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakukan pengelolaan utang piutang;

menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
investasi;

menyelenggarakan  sistim  informasi  manajemen
keuangan; dan

menyelenggarakan akuntansi dan penyvusunan laporan
Keuangan.

(2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
fungsi sebagai penangpung jawab keuangan BLUD.

Pasal 34

(1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (1) huruf ¢, mempunyai tugas dan kewajiban:

a.
b.
c.

menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

mempertanggungjawabkan  kinerja  operasional di
bidangnya.



(2)

Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-
masing.

(3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

ayat (2), berkaitan dengan mutu, standardisasi,
administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia
dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 35

Pejabat pengelola dan pepawai BLUD dapat berasal dari
Pepawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non
PNS sesuai dengan kebutuhan BLUD.

Pcjabat pengelola dan pegawai BLUD tenaga profesional non
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipekerjakan secara tetap atau herdssarkan kontrak.
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan
pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai DLUD yang
berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip
cfisiensi, ckonomis dan produktifl dalam meningkatkan
peclayanan.

Pasal 36
Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna
anggaran/barang daerah.
Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa
pergguna anggaran /barang daerah pada SKPD induknya.

Pejabat perbendaharaan pada BLUD yvang meliputi Pengguana
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh
pegawai negeri sipil.

Dalam hal Pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan
BLUD-SKPD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat
pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam hal Pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana
dimaksud pada avat (2), berasal dari non PNS, pejabat
keuangan BLUD-Unit Kerja wajib berasal dari PNS yang
merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang
daerah pada SKPD induknya.



Pasal 37

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan
pegawai BLUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD

BABV
DEWAN PENGAWAS

Beagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 38

(1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut
laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang
memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan
pengawas.

(2) Realisasi nilai omset tahunan BLUD yang memenuhi
syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dengan ketentuan:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laperan realisasi
anggaran minimum sebesar Rp. 15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupizh); dan/atau

b, nilai aset menurut neraca, minimum sebesar
Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk
BLUD yang memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi
anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas
miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah}; dan/atau

b. nilai aset menurut neraca sebesar
Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah)
sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dapat ditetapkan sebanvak 3 (tiga) orang
sampai dengan 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki:
a. realisasi nilai omze: tahunan menurut laporan realisasi

anggaran lebih besar dari Rp 50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah); dan/atau



b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari
Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(5) Dewan pengawas dibentuk dengan Kepurusan Bupati atas
usulan pemimpin BLUD.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban

Pasal 39

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan
pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan
oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola,

b. mengiluti perkembangan kegiatan BLUD  dan
memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai setiap masalah yang dianggap penting bag
pengelolaan BLUD;

c. mclaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam
melaksanakan pengelolaan BLUD;

e, melakukan eveluasi dan penilaian kinerja baik
keuangan maupun non Keuangan serta memberikan
saran dan catatan-calalan penting untuk
ditindaklanjuli oleh pejabat pengelola BLUD; dan

f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan
sewaktu-waktu apabila diperiukan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 40
(1) Anggota dewan pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur:

a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD
selaku Ketua merangkap anggota;



b. pejabat di lingkungan DPKAD selaku anggota; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD selaku
anggota.

(2) Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan
waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.

(3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas
vaitu :

a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah
yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak
pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas
yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu
badan usaha pailit, atau orang vang tidak pernah
melakuikan tindak  pidana vang  merugikan
negzra/daerah; dan

c. mempunyai kompetensi dalam hidang manajemen
keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai
komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan
publik.

Pasal 41

(1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima)
tehun dan dapat diangkat kemabli untuk satu kali masa
jabatan berikutnya.

(2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum
waktunya oleh Bupati.

(3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum
waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
anggota dewan pengawas yang bersangkutan:

a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

h. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau

d. dipidana penjara karcna dipersalahkan melakulkan
indakan pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan

dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas
BLUD.



Pasal 42
(1) Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas
untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada
BLUD dan dimnual dalam RBA.

BAB VI
STATUS KELEMBAGAAN

Pasal 44

(1) Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-
BLUD merubah status kelembagaanya, berpedoman pad:a
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat berupa:
a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non
struktural atau sebaliknya;
b. perubahan organisasi, antara lain penvempurnaar
tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 45

(1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sckrelaris
dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat dibenikan
remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperhakan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
merupakan imbalan kerja yang dapal berupa gaji
tunjangan letap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi,
pesangon, dan/atau pensiun,

(3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sckretaris dewan
pengawas sebageimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk honorarium.



(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan
yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui
Sekretaris Daerah.

(5} Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Bupat berdasarkan
usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD.

Pasal 46

(1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD
mempertimbangkan faktor-faktor berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah asset yang dikelola BLUD,
tingkat pelayanan, serta produktifitas;

b. pertimbangan persamaanya dengan industri pelayanan
scjenis;

c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati
dengan mempertimbangkan antara lain indikator
keuangen, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi
masyarskar.

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis
ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh
persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 47

Honorarinm dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium Kctua dewan pengawas paling banyak scbesar
10% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;

b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak
scbesar 36% (liga puluh enam persen) dari gaji pemimpin
BLUD; dan

c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak
sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 48

(1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), dapat
dihitung berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
b. keterampilan, imu pengetahuan dan perilaku
(rompetency index);

c. resiko kerja (risk index);



2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

e. jabatan yang disandang (position index); dan

f. hasil/capaian kinerja (performance index).

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus
PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan
perundang undargan tentang gaji dan tunjangan PNS serta
dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi
vang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (4) atau Pasal 45 ayat (5).

Pasal 49

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan
Pengawas yvang diberhentikan sementara dari jabatannysa
memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen)
dari remunerasi/honorarium bulan teraxhir yang berlaku
scjak tanggal diberhentikan sampai dengan ditctapkannya
keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan
scineialara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), memperolch penghasilan scbesar 50% (llma puluh
persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak
tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan
surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pagal 50

Untuk menjamin ketersediaan, kelerjangkauan dan
kualilas pelavanan umum yang diberikan oleh BLUD,
Bupati menectapkan standar pclayanan minimal BLUD
dengan Peraturan Bupati.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapal diusulkan olel pemimpin BLUD.

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mempertimbangkan Kkualitas layanan,
pemerataan, dan Kkesetaraan layanan serta kemudahan
untuk mendapatkan layanarn.



(1)

(2)

(3)

(4)
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Pasal 51
Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
a. fokus pada jenis pelayanan;
b. terukur;
c. dapat dicapai,
d. relevan dan dapat diandalkan; dan
e. tepat waktu.

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang
menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD,

Terukur sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b,
merupakan kegiatan yang pencapalannya dapat dinilai
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dapat dicapai sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat
pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat
pemanfaatannya.

Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan vang sejalan,
berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan
fungsi BLUD.

Tepat waktn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
mernpakan kesesuaian jadwal dan kegistan pelayanan
vang telah ditetapkan.

BAB IX
TARIF LAYANAN

Pazal 52

BLUD dapat memungul biaya kepada masyaraksl scbagal
imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang
diberikan.

Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk taril
yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit
layanan atau hasil per investasi dana.

Tarit sebagaimana dimaksud pada ayat (2], termasuk imbal
hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan
PPK BLD yang bersangkulan.



Pasal 53

(1) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD-
SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin
BLUD-Unit Kerja kepada Bupati melalui kepala SKPD.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2}, ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayar
(3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan
layanan, daya heili masyarakat, asas keadilan dan
kepatutan, serta kompetisi yang schat.

(5) Bupati dalam menetapkan besaran tarnf sebagimana
dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.

(6) Pembentukan tim scbapaimana diunaksud pada ayal (5),
ditetepkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal
dari:

. pembina teknis;

a
b. pembina keuangan;

€. unsur perguruan tinggi;
d

. lembaga profesi.

Pasal 54

(1) Peraturen Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapar
dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan
perkembangan keadaar.

(2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit

lavanan.

3) Proscs pcrubshan tarif scbagaimana dimaksud pada aya:
P
(1} den ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 53.

BAB X
PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 55
Pendapatan BLUD dapat bersumber dari:

a. jasa layanan,
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(1)

(2)

6)

(7)

hibah;

hasil kerja sama dengan pihak lain;
APBD;

APBN; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 56

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layvanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, berupa
imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan
kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dapat berupa hibah
terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 huruf ¢, dapat berupa perolehan dari kerja
sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya vang
mendukung tugas dan fungsi BLUD.

Pendapatan BLUD vang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, berupa pendapatan
vang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah
daerah bukan dar kegiatan pembiayaan APBD,

Pendapatan BLLUID yang hersumher dari APBN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, dapat berupa
pendapatan vang berasal dari pemerintah dalam rangka
pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan
dan lain-lain.

BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi
dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), proses pengelolaan keuangan cdiselenggarakan
secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam
pelaksanaan APBN.

Lain-lain pendapatan BLUD vang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

. hasil pcmanfaatan kckayaan;

jasa giro;

. pendapatan bunga;

o A0 oo

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh BLUD;

g. hasil investasi.

Pasal 57

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimsksud daam
Pasal 55 kecuali yang bherasal dari hibah terikat, dapat
dikelola langsung untuk membiavai pengeluaran BLUD
sesuai RBA.

Hibah rterikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperlakukan sesuat peruntukannya.

Seluruh pendapatan BLUD scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 huruf e, huraf b, buruf ¢, den huruf [
dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat
dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah
pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
dengan obyek pendapatan BLUD.

Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
dilaporkan kepada Kepala DPKAD setiap triwulan.

Format laporan pendapatan schbagaimana dimaksud pada
ayat (4), scbagaimana tcrcantum dalam Lampiran IV
Peraturan Bupati ini,

Bagian Kedua
Biaya

Pasal 58

Biaya BLUD merupakan biayva operasional dan biaya non
operasional.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh biayva yang menjadi beban BLUD dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Biaya BLUD sebapaimana dimaksud pada ayat (1),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan
pelayanan, kegiatan pelayvanan dan kegiatan pendukung
pelayanan.

Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jemis,
program dan kegiatan



Pasal 59
(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (2), terdiri dari:
a. biaya pelayanan; dan
b. biaya umum dan administrasi.

(2) Biaya pelayanan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mcncakup scluruh biaya opcrasional yang
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) hurul b, mencakup seluruh biaya operasiunal
vang tidak berhubungan langsung dcngan kegiatan
pelayanan.

(4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

¢. bilaya jasa pelayanan;

d. hiaya pemeliharaan;

¢. biaya barang dan jasa; dan
f. biaya pelayanan lain-lain.

(5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), terdiri dari:

biaya pegawai;

biaya administrasi kantor;

hiaya pemeliharaan;

biaya barang dan jasa;

biaya promosi; dan

biaya umum dan administrasi lain-lain.

moopn oo

Pasal 60
Biaya non cperasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (3), terdiri dari:
a. biaya bunga;
b. biaya administrasi bank;
c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain.



Pasal 61

(1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD vang bersumber

(2)

(3)

(4]

(1)

(2)

%)

5)

16)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf f disampaikan kepada Kepala DPKAD
setiap triwulan.

Seluruh pengeluaran biaya BLUD vang bersumber
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan
menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada avat (2),
sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan
Bupati ini.

Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pads
ayat (1|, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegialan pelayanarn.

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya
yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan
pendapatan  dalam  ambang batas RBA  yang telah
ditetapkan sccara definitif,

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD
yvang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan
hibah terikat.

Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD
bertahap.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada
Kepala DFKAD melalui Sekretaris Daerah/ Kepala SKPD.

Pengajuan usulan tambahan anggaran dari APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dengan
perhitungan yang cermat, teliti, dan terukur sesuai prinsip
efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi  dan
akuntabel.

Pasal 63

1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62

ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.



(2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD.

(3) Besaran persentase sebagaimana dimaksuc pada ayat (2),

(4)

|1)

2)

4)

15)

ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh Kepala DPKAD.

Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan kebutuhan vyang dapat
dlprediksl, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB Xl
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 64

BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD dengan mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup pernvataan visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapian kinerja, rencana pencapaian lima
tahunan, proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.

Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu
gambaran vang menantang tentang keadaan masa depan
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu
vang harus diemban atau dilaksanakan sesuai vis! yang
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai
dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
memuat programn yang berisi proses kegiatan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan
kurun waktu 1 (satu) sempai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada
atau mungkin fimbul.

Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan
menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai
analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang
mempengaruhi tercapainya kinerja.



(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan
tahunan selama 5 (lima) tahun.

(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), memuat perkiraan capesian kinerja keuangan
tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 65

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan
evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Pengangparan

Pasal 66

(1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada
renstra bisnis BLUD.

(2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kincrja,
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan,
kebutuhan pendanaan, dan kemampuan pendapatan yang
diperkirakan akan diterima dari masvarakst, badan lain,
APBED, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BRLLID
lainnya.

(3) Perhitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh
pemimpin BLUD.

(4) Perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya
paling kurang menyajikan perhitungan biaya langsung dan
biaya tidak langsung.

(5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD mcnggunakan
standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal o7

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan
kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan
BLUD.



Pasal 68

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, memuat:

.

=)

-

s

5® ™o oo

kinerja tahunan berjalan:
asumsi makro dan mikro;

target kinerja;

. analisis dan perkiraan biaya satuan;

perkiraan harga;
anggarar pendapatan dan biaya:
besaran persentase ambang batas:

. pregnosa laporan kcuangan;

perkiraan maju (forward estimate);
rencana pengeluaran investasi/modal; dan

ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsilidasi
dengan RKA SKPD/APBD.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada avat (1), disertai dengan
usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan
biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasgal 60

(1) Kinerja tahun berjalan scbagaimezna dimaksud dalam Pasal
68 ayart (1) huruf a, meliputi;

a.
b.

C.

hasil kegiatan usaha;

faktor yang mempengaruhi kinerja;

perbandingan RBA tahun berjalan dengan dengan
realisasi;

laporan keuangan tahun berjalan; dan

hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan
dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

(2) Asums: makro dan mikro scbagaimana dimaksud dalam
Pagal 68 ayat (1] huruf b, antara lain:

£

d.

e

a. tingkar inflasi,
b.

pertumbuhan ekonomi;
nilai kurs;
tarif;

volume pelayanan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat
(1) huruf e, antara lain:

a.

b.

perkiraan pencapaian kinerja pelayanan;

perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.



(4

(5)

(6)

(8)

(%)

(10)

(11)

Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya
per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang
diberikar, setelah memperhitungkan seluruh komponen
biaya dan velume barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
auruf e, merupakan estimasi harga jual produk parang
dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan
dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari
taril layanan.

Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, merupakan rencanz
anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan
dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan
dan biaya.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud
dalam FPasal 68 ayat (1) huruf g, merupakan besaran
persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan
operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan
mempertimbangkan flukiuasi kegiatan operasional BLUD.

Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 68 ayat (1) hurut h, merupakan perkiraan realisasi
keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan
operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud
dalem Pasal 68 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan
kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya cdari
tahun yang direncakan guna memastikan kesinambungan
program dan kegialan yang telah disetujul dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana  pengeluaran  insvestasi/modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf j, merupakan
rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan
BKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68
ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan
biaya dalam RBA yang disesusikan dengan format RKA
SKFD/APBD.

Pasal 70
Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.



(2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 disusun dan dikonsilidasikan dengan RKA SKPD.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dipersamakan sebagai RKA SKPD/RKA Unit Kerja.

Pa=al 71

(1) RBA scbagaimana dimaksud dalamm Pasal 70 ayat ( 1),
disampaikan kepada Kepala DPKAD.

(2) RBA scbagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2],
disampaikan kcpada kepala SKPD untuk dibahas sebagai
bagian deri RKA SKPD.

(3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada aya:
(2), disampaikan kepada Kepala DPKAD.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2
disertal dengan usulan standar pelayanan minimum dan
standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayac (3).

Pasal 72

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 avat (1) atau RKA
SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 avat
(3), oleh Kepala DPKAD disampaikan kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 73

(1) RBA yang telah dilakukan penclaaban oleh Tim Anggaran
Pemerintah Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 72,
disampaikan kepada Kepala DPKAD untuk dituangkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Pagu Anggaren BLUD dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan
BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam satu
program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja.

Pasal 74

(1) Setelah Rancangan Peramuran Daerah tentang AFBD
sebagaimana dimaksud dalam Pssal 73 ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian
terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

(2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk
digjukan kepada Kepala DPKAD.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB X1
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagizsn Kesatu
DPA BLUD

Pasal 75
DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2),
mencakup antara lain:
a. pendaparan dan biaya;
b. proyeksi arus kas;
c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan
dihasilkan.

Kepala DPKAD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dsasar
pelaksanaan anggaran.

Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum disahkan oleh Kepala DPKAD, BLUD dapat
melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar
anggka DPA-BLUD tahun sebelumnya

Pasal 76

DPA-BLUD yang telah disgshkan oleh Kepala DPEAD
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 75 ayat (2), menjadi
dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk belanja pegawai, belanja modzal barang
dan/atan jasz, dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penarikan dana wuntuk belanja barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih
(mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran
kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran
yvang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas
vang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 77
DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang
ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.



(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan
permumpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja
[contractual performance agreement).

(3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)) Bupati menugasken pemimpin BLUD untuk
menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak
mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.

(4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan;
c¢. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 78

Transaksi pecncrimaan dan pengcluaran kas yang dananya
bersumber sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf f dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 79
(1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
d. pembayaran;
e. perolechan sumber dana untuk menutup defisit jangka
pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk
memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya

ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat
keuangan BLUD.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(@)

(3)

(4)

Bagian Ketiga
Pengelolaan Fiutang dan Utang

Pasal 280

BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan
penyerahan barung, jasa, dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung maupun ddak langsung dengan
kegiatan BLUD,

Piulang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan,
dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai
tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan
berdasarkan kctentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang
jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), BLUD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas
piutang BLUD.

Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada
Bupati dengan dilampir1 bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 81

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat cleh
pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara
berjenjang.

Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FPasal 82

BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan
dengan kegiatan operasional danj/atau perikatan pinjaman
dengan pihak lain.

Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pinjaman /utang jangka pendek atau
pinjaman/utang jangka panjang.

Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan
pinajam jangka pendek hanya untuk biaya operasional
termasuk keperluan menutup defisit kas.



(5)

()

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(2)

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan
pinjamar. jangka panjang hanya untuk pengeluaran
investasi/ modal.

Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) teriebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 83
Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang
secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
Kewenangnen perikalan pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupali.

Pasal 84

Pembayaran kembali pinjaman/utang  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) menjadi tanggung jawab
BLUD.

Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa
setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,
kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.

Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dihitung
sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 85

BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah
jatuh empo.

Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran
bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 86

BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi
maniaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan
kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas
keuangan BLUD.

Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.



Pasal 87

(1) Investasi jargka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera
dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1}, dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas
jangka pendek.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada aya:
(1), antara lain:

a. deposite berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12
(dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang
secara otomatis;

b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
c. pembelian seitifikat Bank Indonesia.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. dapat segera diperjualbelikan /dicairkan;
b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan

c. bensiko rendakh.

Pasal 88
(1] BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang,
kecuali atas persetujuan Bupari.
(2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), antara lain:
a. penyertaan modal;
b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 89

Dalam hal BLUD mendirikan/membeli badan usaha yang
berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada
pemerintan daerah.

Pasal 90
(1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat
(1), merupakan pendapatan BLUD.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai
pengeluaran sesual RBA.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kelima

Kerjasama

Paeal 01

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelavanan,
BLUD dapal melakukan kerjasama dengan pihak lain.
Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan
saling menguntungkan.

Pasal 92

Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1), antara lain:

a. kerjasama operasi;

b. scwa menyewa;

c. usaha lain yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak
lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional

secara bersama dengan pembagian keuntungan scsuai
kesepakatan kedua belah pihak.

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, merupakan penyerzhan hak penggunaan/pemakaian
barang BLUD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan
imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk
jangka waklu Llertentu, baik sckaligus maupun secara
berkala.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢, merupakan
kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan
pendapalan bagi BLUD dengan tidak mengurangi kualitas
pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.

Pasal 93

Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
merupakan pendapatan BLUD.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai
pengeluaran sesusi RBA.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 94

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan vang berlaku bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah,

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak
diskriminati{, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 95

BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas
berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dan
ketentuan vang Derlaku umum bag pengadaan barang
dan/atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 94 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas
dan/atau efisiensi,

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber
dananya berasal dari:

a. jasa layanan;

b. hihah tidak terikat;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 96

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan
barang dan/atau jasa yang ditetepkan oleh pemimpin BLUD
dan disetujui Bupati.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan
pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa
yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang
sederhana, dan dapat serta mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kclancaran pelayanan BLUD.

Pusal 97

Penpgadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari
hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikiti ketentuan
pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan
barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang
disctujui pemberi hibah.



(1)

(2)

(3)

Pasal 98

Pengadasn barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana
pengadaan.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat (1).
dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh
pemmimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk
melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna
keperluan BLUD.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
terdirl dari personil yang memshami tatacara pengadaan,
substans: pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan
bidang lain yang diperlukan.

Pasal 99

Penunjukan peclaksana pengadaan barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3}, dilakukan
dengan prinsip:

d.

obyektifitas, dalam hal penunjukan yang berdasarkan pada
aspck intcgritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai
proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa,
tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan
ketetapan tercapainya tujuan pengadsan barang dan/atau
jasa;
independcensi dalam hal menghindari dan mconccgah
terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait
dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik
langsung maupun tidak langsung; dan

saling uji (cross check), dalm hal berusaha memperoleh
informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya,
dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan
keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan
pelaksana pengadaan lain.

FPasal 100

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai
yang diatur dalam peraturan Bupati.



Bagian ketujuh
Pengelolaan Barang

Pasgal 101

(1) Barang inventaris milik BLUD dapat dihapus dan/stau
dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan
ekonomis dengan cara dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau
dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai asct tctap.

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari
pengalihan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan pendapatan BLUD.,

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud
pada ayat (3], dituangkan secara memadai dalam laporan
keuangan BLUD.

Pasal 102

(1) BLUD tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan.
dan/atau menghaous aset tetap, kecuali atas perserujuan
pejabat yang berwenang yang dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
aset berwujud vang mempunvai masa manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

(3) Kewenangan pengalihan, pemindahtanganan. dan/atau
penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada avat
(1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari
pemindahtanganan sebagaimsna dimaksud pada avat (1)
diatur sebagai berikut:

a. penerimaan hasil penjualan aset tstap vang
pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD selain dari
AFPBN/AFBl) merupakan pendapatan BLUD dan dapat
dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD.

h. penerimaan hasil penualan aset tetap  yang
pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari
APBN/APBD bukan merupakan pendapatan BLUD dan
wajib disetor ke rekening Kas Umum Negara /Daerah.



(9) Pengalihan, pemindahtanganan, dan/atau penghapusan
aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah /kepala SKPD.

(6) Penggunean aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait

langsung dengan tugas dan fungsi BLUD harus mendapat
persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 103

(1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama
pemerintah daerah.

(2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangks
penyelenggaraan  tugas dan fungsi BLUD, dapal
dialihgunakan oleh pemimpin BLUD dengan persctujuan
Bupati.

Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 104

(1) Surplus anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara
realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD pada satu
tahun anggaran.

(2) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun
anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati
disetorkan scbagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 105
(1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara
relisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD pada satu
tahun anggaran.
(2) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan usulan

pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada
Kepala DFKAD .

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian

Pasal 106
Kerugian pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalsian seseorang, diselesaikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
penyelesaian kerugian daerah.



Bagian Keenam

Pergeseran

Pasal 107
(1) Bupati dapat mclakukan pergeseran belanja subsidi.
(2) Pergeseran belanja modal hanya dapat dilakukan pada
rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
(3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk

belanja modal yang dilakukan pada rincian kegiatan dalam
satu kegiatan.

(4) Tidak diperkenankan melakukan pergeseran pada belenja
pegawal.

(5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan
anggaran atau paling lambat bulan Juli tahun anggaran
berjalan,

(6) Pergeseran sebagaimansa dimaksud pada avat (2) dan (3]
dimasukkan dalam perubahan AFBD.

(7) Pergeseran diberitahukan kepada DPRD pada caat
perubahan APBD atau paling lambat akhir bulan September
tahun berkenaan.

Pasal 108

(1) Usulan pergeseran anggaran dalam DPA-BLUD sebagaimana
dimaksud delam Paszal 107 ayat (1) beserta penjelasan yang
lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh
pengguna anggaran BLUD atas persclujuan Kepala SKPD
Pembina Tcknis kcpada Kcepala Bappeda untuk dilakukan
penilaian program dan kegiatan dengen tembusan kepada
Inspektur Daersh dan Kepala DPKAD.

(2) Kepala Bappeda melakukan peneliian dan penilaian atas
usulan pergeseran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
membuat rckomendasi scrta membuat dokumen pergescran
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya usulan
tersebut untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah
melahii Kepala DPKAD |

(3) Kepala DPKAD memberikan saran berupa persetujuan atau
penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergescran
sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat dalam waktu
5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.

(4) Apabila pcrgescran anggaran disetujui, Kepala DPKAD
melakukan perubahan pada lampiran SPD.

(5) BLUD ldak diperkenankan melaksanakan kegiatan sebelum
keputusan pergescran diterima.



Bagian Ketujuh

Penatausahaan

Paszal 100

Penatausahaun keuangan BLUD paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

(2)

pendapatan/biaya;
penerimaan/pengeluaran;

utang/ piutang;

perseciaan, aset tetap dan investasi; dan

elcuitas dana.

Pasal 110

Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 didasarkan pada prinsip pengelolaan
keuangan bisnis yang sehat.

Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif efisien,
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 111

Pemimpin DLUD menetapkan kebijakan penatausahaan
keuangan BLUD.

Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) disampaikan kepada Kepala DPKAD

BAB X1lI

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 112

(1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan

sesuail dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen

pendulkung yang dikelola secara tertib.



Pasal 113

(1) BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan

(2)

(3)

(4)

(1)

(2]

(1]

sesuai dengan standar akuntansi keuangan vang diterbitkan
oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen
bisnis yang sehat.

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengzunakan basis
akrual baik dalam pengakusn pendapatan, biaya, aset,
kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar
akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan
persetujuan dari Menteri Keuangan,

ELUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi
dengan berpedoman pada standar akuntansi vang berlaku
untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati
dengan peraturan Bupati.

Pasal 114

Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan
keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 113 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan
akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai
jenis layanannya.

Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban,
ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 115
Laporan keuangan BLUD terdiri dari:

a. neraca yang menggambarkan posisi  kecuangan
mengenai aset, kewajiban, dan ckuitas dana pada
tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah
pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikxan informasi kas
berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan
aktivitas pendanaan dan/fatau pembiayaan yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran
dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan



BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 119

(1) Pembinaan (cknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Bupati
mclalui Sckretaris Daeral..

(2} Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala
SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan
yang bersangkulan.

(3] Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh Kepala DPKAD.

Pasal 120

(1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas
internal.

(2) Pengawas internal sebagaimara dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan
langsung dibawah pemimpin BLUD.

Fasal 121

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat
(2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan

¢. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 122

(1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD
menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal
BLUD.

(2) Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:

a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam
penerapan praktek bisnis yang sehat.
(3) Kriteria yeng dapat diusulkan menjadi internal auditor,
antara lain:



a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang
memadai;

b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknais
sebagai pemeriksa;

¢. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap
obyek yang diaudit.

Pasal 123

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai
omset tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, selain dilakukan oleh pejabat
pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 dan Pasal 120, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XV
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 124

(1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun
oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek
keuangan dan non keuangan.

(2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkst pencapaian
hasil pengelclaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam
Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 125
Fvaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), dapat diukur
berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:
a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang
diberikan (rentabilitas);
b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai
pengeluaran.

Pasal 126
Penilaian kinerja dam aspek non keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 avat (1), dapat diukur berdasarkan
perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran,
dan pertumbuhan.



(1)

(2

(1]

(2]

BAB XVI
KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 127
BLUD dapat juga diterapkan pada:
a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kerja
dalam satu SKPD atau beberapa Unit Kerja pada

beberapa SKPD, yang memiliki kesamaan dalam sifat
dan jenis layanan umum yang diberikan;
b. SKPD atau Unit Kerja Baru.
Proses penggabungan SKPD/Unit Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

FPasal 128

BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru,
biaya operasional BLUD untuk sementara dibiayai dari
penerimaan fungsional BLUD yang bersangkutan sampai
dengan perubahan APBD tahun berjalan.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang
bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak
untuk segera dilaksanakan.

Kegiatan BLUD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) mempunyai kriteria:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat.

Biaya operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), setelah perubahan APBD dapat dibiayai dari APBD

tashun anggaran berjalan.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 120
Peraturen Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agur setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrali Kabupatzn Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Juli 2017

Plt. BUPATI BUTON,
Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di
pada tanggal 21)Juli 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Dacrah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 20 Juli 2017

Pit. BUPATI BUTON,
Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo

EERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2017 NOMOR
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pagal 120
Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
ggal 20 jJuly 2017

R|t. BUPATI BUTON,

k. Bekag

DIE. Bsub

letnae  Htieting




Lampiran | Peraturan Bupati Buton
Nomor : (0 TAWHuUw~N 2017
Tanggal : 2 Juti 2017

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK
MENINGRATKRAN KINKREJA

PEMERINTAH KARUUPATEN ... ._.......1
-------------------------------------------------------------------------------------- 2
PERNYATAAN
KESANGOUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama D s A A B RS R S R P s 2T S A e e e Rt E e S I A A Y S A 1 A
Jabatan S DR SRR B SN RN S R S R KR A R SRR A
Bertinduis untuk dan 3
atas nama
Alamezat ek B A e b e S R S R w T A B A S A R B
Telepon/Fax. D e e S T M RS o
E-mail o U Rl 4 S 7
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa ... & sanggup untuk

melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan manfaat layanan bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan den non keuangen;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.
melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dcmikian pernyataen ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh
kesadaran dan rasa tangoung jawsb serta tidak ada unsur paksaan dari pihak
manapun.

20....9

Kepala SKPD,;Urit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,

Sekretaris Daerah [ Kepala SKPD oAl SR SRR et
R (tanda tangan)
(tanda tangan) Tangos | [(nama lengkap)
noma lengla S NIP..vreoeereennns

e e
U diisi rame Kulupaten

2 diisi nama SKPD / Unit Kerja yang aken menerapkan FPK-BLUD.

3 dilsi nama lengkan.

4 ditsi mhatan selabu pmpinan SKPD oy Unit Kerja.

5 diisi SKPD/ Unit Kerja yang akan menerapkan PPE-BLUD.

& olisi nomor telepon/ fox SKPL Unit Korja yang akan menarapkan PPE-3LLT
" dusi e-mail SKPDY Unit Kerja yong akan menemapkan PPK-BLUD.

& diisi nama SKPD/ Unil Kerja yang akan menerapkan PPE-ELUL.

@ diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permyataan dibuat



Lampiran II Peraturan Bupati Buton
Nomor : ¢ -TARun 2017
Tanggal : ap JuLg 2017

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA

INDEPENDEN
PEMERINTAH KABUPATEN ............... 1
--------------------------------------------------------------------------------- 2
PERENYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN
Yang bertanda tangar. di bawah ini:

MNama P ke e e R e e S S e 3
Jabatan S e et R e P VIR
Bertindak untuk dan: ... 5
atas nama
BUEIRRTE i  E e e e s e e Ao e e
Telepon/Fax. T8 N(RTER iR Ry e rne ms e e i o R R R A A P o
E-mail : 7

..............................................................................

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu
persyaratlan adminlstrasi delam rangka menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) scbagaimana diatur

dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Buton Nomor...... Tahun 2017 tentang Pola
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Kabupaten Buton
TSy TP T *bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnyn, dengan penuh
kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari
pihak manapun.

Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah /Kepala SKPD

(tanda tangan) e
(nama lengkap)
Tangosi (Landa tangar)
o na 1
N s riieree s

Kelorengsn;

| diisi nama Kabupater.

¢ ditsi nama SKPD / Urdt Kerja yang akan menerapkan PPE-BLID.
* ditel nama lengkap:

= dies SEFPDY Uil Rer e yury afoan meneraokan PRA-BLUD.

& diisi nomor telepon/ fax SKPDY Unit Kerja yang akan menerapran PPE-BLUD.
7 difgl el SKPDY Unitl Kerfa yang ke aeenorapkoan PPRE BT,

4 diisi nama SKEPDY Uit Kerfo e akan meneraprhosn PPR-00 T

B diisi tempai, tanggal, bulon dan iohun strot permyjatonn difuar



Lampiran III Peraturan Bupati Buton

Nomor 210 TArun 2017
Tanggal ©2 ui 2017

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA DAERAH UNTUK
MENERAI'KAN PPK-BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN ............. :

Nomor :

Lampiran

Perihal  : Permohonan untuk Kepada |
menerapkan PPK-BLUD b 4 o TR DT T
Gubernur/Bupati/Walikota3

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14, Peraturan Bupati Ruton
Nomor ...... Tahun 2007 tentang Pola Pengelclaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daereh Kabupaten Buton, dengan ini kami mengajukan
permohonan untuk dapat mcncrapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)

Untuk mendukung permochonan tersebut bersama ini kami
lampirkan dokumen persyaratan administratlf sebagaimana yang
tercantum dalam Peraturan Bupati dimaksud, yaitu:

1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kincrja pelayanan,
kineria keuangan dan manfaat bagi masyarakat:

2. Pola Tata Kelola;

3. Rencana Strategis Bisnis;

4. Laporan Keuangan Pokok atau prognosa/proyeksi laporan
keniangan:4

o. Stancar Pelayanan Minimum;

6. Laporan audit/Surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen.?

Demikien pcrmchonan ini kami sampaikan, alas perkenan dan
persetujuannya diucapkan terima kasih.

.................................. 20....6
Pemohon,
Mengetahui, Kcpala SKPD/Unit Kerja
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, vang akan menerapkan PPK-BLLID,
(tanda tangan| (tanda tangan)
(nama lengkap) (nama lengkap)
iy | § O N e

Kets :
diisi nama Kabupaten

diisi nama SKPD /Unit Kerja yang akan menerapkan PFK-BLUD

pilih salah satu.

pilih salah satu

diisi salah satu Laporan audii tahun terakhir atou kalay belum ada, Surai
Pemyatean bersediu wiluk divedil secara independen,

diisy, tempat, tanggal, bulan dan tabun surat perrmohonan dibnat.

LU R

3



Lampiran IV Peraturan Bupati Buton

Nomor It TAwan 2017
Tanggal A0 gu, 2017
FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLLID
PEMERINTAH KABUPATEN ....1
+12
LAPORAN PENDAPATAN BLUD..
TRIWULAN ............ TAHUN
REALISASI REALISAS| |
T /D REALISASI . .
Ng URN DALAMDPA | TRwuaN | TRIWLLAN T AN :Ktrﬂ:?{}]
LALU g IN!

Pendapatan
BLUD
1. Jasa Layanan
4. Hibah
J. Hasil Kerjasama
4. Pendapatan Lain
yang Sah

Jumnlah

S | b R
Pemimpin BLUD,
Mengetahui,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

{tanda tangan)

(nama lengkap]

Keterangan:

diisi nama

Kabupaten

1 dusi nama BLUD,
4 dust, tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dituat.
¢ diisi Nomor Induk Pegowa (bagi Perrurnpain BLUE yang berasal dan PNS),

(tanda tangan)

(nama lengkap)

------------------



Lampiran V Peraturan Bupati Buton
Nomeor © 10 TAHUN 2017
Tanggal ©g2p gany 2017

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG .JAWAR (SPT.J)

KRB PATIEN - cace iz

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ]

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD...... Triwvulan
............ Tahun......... sebesar BB
R s B A SR R e ), yang berasal dari pendapaten

Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjusama dan Pendapatan lain-lain yang sah,
adalah tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukun sesua’ dengan Standar Akuntansi yang
berlaku pada RLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan

pengesahan pengeluaran biaya BLUD..........
....................................... 208
Pemimpin BLUD,
(tanda tangan)
(nama lengkap)
NI .ol 4
Kerzrangan:

U diisi nama Kabupaten
4 diisi nama SKPD/ Unit Kerja yang aken menerapran PPK-BLUD.
= difsi, rempa:, tanggal, bulan dan fahun sural permyataan targgung jawak sibuat dibuat.

v ciisi Nomor Induk Pegawoei (bagi Pemimpin BLUD yarng berasal dari PNS).



Lampiran VI Peraturan Bupati Buton
Nomor £

Tanggal

0 TAWHuw 2017
Jo  gulq 2017

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN ............

Rt LR R R L R N R N TR L N TN LT

R .

I

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.........3

TRIWULAN ..

NO

USATAN

ANGGARAN | B/
DALAM DPA' TRIWLILAN

| HEALISAST

LALL

| REAUSASI
REALISASI &b

m“f,:‘r{*"'*” TRIW JLAK
o

LEBIH
[KURANG]

2. Biaya Umum & Adminisiras

BIAYA OPERASIONAL

1. Biaya P=layanan
a. Biaya pegawali
. Bigya bahan
c. Biaya jasa pelayanan
d. Biaya perieliharaan
e. Biaya barang & jz=sa
{ Biaya pelayanan lain-lain |

Biaya Pegawai
Biaya administrasi kantor
Biaya pemeliharazn
Biaya barang %jasa
Biaya promosi
{ Riava umum & adm. ain-
BIAYA NON OPERASIONAL
a. Biaya bungse
b, Hiave adminisirasi bank
c. Biaya keragian penjualan
nsel Letap

T

d. Bigva kerugian penurunan

JUMLAH

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Mengetahui,

(tanda tangan)
[nama lengkap|
L ] S

Keterangan:
| diisi nama Kabupaten

z
2
Fl

[

diisi nama DLUD,
diisi, Nama BLUD.
diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan ditnat,
diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Perumpin DLUD yang berasal dari PNS).

EAT | PRRAr

1B EudAd
| BLe. SEwDA

o
hsisTer T
! KA . BPean

DI D

KaBas . Hukunm

Pemimpin ELUD,

{tanda tangan)
(narma lenglkanpj

.20....8




